
KEPALA KAMPUNG KADUN JAYA
DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIRA

PERATURAN KERALA RAMPUNG RADUH UAYA
NOMOR :  11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BARTUAN LANGSUNG TUNAI |BLT) DANA DESA TAHUN 2025

KEPALA KAMPUNG KADUN UAYA

Menimbang          :      a.    Bahwauntukmelaksanakanketentuan pasal 17 ayat(1)
huruf    (a)    Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik
Indonesia      Nomor      108      Tahun      2024      Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b.    Bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,  perlu  menetapkan Peraturan
Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat  (KPM)  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)   Dana
Desa Tahun 2025.

Mengingat 1.    Undang-undang   (UU)   Nomor   5   Tahun   2000   tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999
tentang   Pembentukan   Propinsi   lrian   Jaya   Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika,   Kabupaten   Puncak  Jaya,   dan   Kota   Sorong
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2000
Nomor 72);

2.    Undang-undang  (UU)   Nomor   15  Tahun  2022  tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor  158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

3.    Undang-undang     Nomor     3     Tahun     2024     tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014tentangDesa(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun  2024  Nomor  77,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6914));

4.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014tentangDesa(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5539)   sebagaimana   telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor 43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015
Nomor   157,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5717);



5.    Peratur.an  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan    Belanja    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5558)  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang   Dana   Desa  yang  Bersumber  dari   Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Negara    (Lembar    Negara
Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  57,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496) ;

8.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

9.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108  Tahun  2024  Tentang  Pengalokasian  Dana  Desa
Setiap  Desa,  Penggunaan,  dan  Penyaluran  Dana  Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1083);

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan   Menteri   Desa   dan   Pembangunan   Daerah
Tertinggal   Republik  Indonesia   Nomor  2   Tahun   2024
Tentang Petunjunk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana    Desa   Tahun    2025    (Berita   Negara    Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Keputusan   Menteri   Desa  dan   Pembangunan   Daerah
Tertinggal   Republik  Indonesia   Nomor  3   Tahun   2025
Tentang    Panduan    Penggunaan    Dana    Desa   untuk
Ketahanan   Pangan   dalam   Mendukung   Swasembada
Pangan;

PeraturanBupatiMimikaNomor22Tahun2025Tentang
Tata  Cara  Pembagian   dan   Penetapan   Rincian   Dana
Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Pedoman      Penggaran,      Pelaksanaan,      Pertanggung
Jawaban  dan  Pelaporan  serta  Monitoring dan  Evaluasi
Belanja    Transfer    yang    Bersumber    dari    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika;

PeraturanBupatiMimikaNomor30Tahun2025Tentang
Pengadaan  Barang/Jasa,  Standar  Harga  dan  Standar
Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2025;



15.    Peraturan Bupati Mimika Nomor 31 Tahun 2025 Tentang
Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 202 5;

16.     Keputusan   Bupati   Mimika   Nomor   160   Tahun   2025
tentang   Penetapan   Besaran   Anggaran   Alokasi   Dana
Kampung Kabupaten Mimika Tahun 2025;

17.    Peraturan  Kampung Kadun Jaya Nomor  1  Tahun  2025
Tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kampung  (RKPK)
Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PENETAPAN    KELUARGA   SASARAN    PENERIMA   MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DESA) TAHUN 2025

BABI
KETENTUAN

Pasa 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1.     Kampung  adalah  Kampung  Kadun  Jaya  Distrik Wania
Kabupaten Mimika;

2.    Peraturan    Kampung   adalah   peraturan    perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah
dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Musyawarah
Kampung;

3.    Pemerintahan Kampung adalah penyelanggaraan urusan
pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat
dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik
Indonesia.

4.    Pemerintah   Kampung  adalah   Kepala  Kampung  yang
dibantu       Perangkat      Kampung      sebagai      unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung;

5.     Kepala  Kampung  adalah  pejabat  Pemerintah  Kampung
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan   rumah   tangga   Kampungnya   dan
melaksanakan    tugas    dari    Pemerintah    Pusat    dan
Pemerintah Daerah ;

6.    Badan   Musyawarah   Kampung   adalah   lembaga  yang
melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya
merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7.     Keputusan  Kepala  Kampung  adalah  semua  keputusan
yang    ditetapkan    oleh    Kepala    Kampung    untuk
melaksanakan    Peraturan    Kampung    maupun
keputusan yang lain;

8.    Bantuan   Langsung   Tunai   Dana   Desa   adalah
kegiatan  pemberian  bantuan  langsung  berupa
dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada
keluarga   penerima   manfaat   dan   diputuskan



melalui   musyawarah   Kampung   sesuai   dengan
kriteria     yang    ditetapkan     dalam      peratuan
perundang-undangan;

9.    Keluarga  Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai  Desa yang selanjutnya  disebut  Keluarga
Penerima  Manfaat  BLT  Desa  adalah  keluarga
yang disepakati dalam Musyawarah Kampung dan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala  Kampung
untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB  11
SASARAN PENERIMA MANFAAT

BLT DESA

Pasal 2
Sasaran    keluarga   penerima   manfaat   BLT    Desa
diberikan kepada keluarga miskin  ekstrem sebagai
sasaran penerima manfaat.

Pasal 3
(1)    Keluarga      penerima       manfaat       BLT      Desa

sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     2
diprioritaskan   untuk   keluarga   mishi   yang

E;;§_;Fa±rs±]i     ddfata   Kgnpgung dftetbaepr£::gkuot]::Pemerintah;
(2)   gea£:ga+£aanfa    d±::ia±ks=d    °;eahda   Pea¥aetrfnti]i

menggunakan    keluarga    desil    1    (satu)    data

£:=s±:£f:aann ekstrep:Tcepatan          penghapusan
(3)    Dalam   hal   kampung   tidak   terdapat   data   keluarga

miskin  yang  terdaftar  dalam  keluarga  desil   1   (satu)
sebagaimana   dimaksud   diktum   KETIGA,   Kampung
dapat  menetapkan  calon  keluarga  penerima  manfaat
BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga
desil   2   (dua)   sampai   dengan   desil   4   (empat)   data
pensasaran    percepatan    penghapusan    kemiskinan
ekstrem.

(4)    Dalam hal Kampung tidak terdapat data keluarga miskin
sebagaimana   dimaksud   dictum   KETIGA   dan   dictum
KEEMPAT,  Kampung dapat menetapkan  calon keluarga
penerimamanfaatBLTDesaberdasarkankriteriasebagai
berikut:

a.     Kehilangan mata pencaharian;
b.     Mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan  sakit

menahun/kronis dan/atau difabel;
c.     Tidak menerima bantuan social program keluarga

harapan;
d.     Rumah   tangga   dengan   rumah   tangga   Tunggal

lanjut usia; dan/atau
e.      Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.



Pasal 4
Sasaran   keluarga    penerima   manfaat   BLT    Desa
sebagaimana  yang  dimaksud  dalam   Pasal  1  adalah
keluarga  yang tidak  pemah mendapatkan  dan/atau
terdaftar  sebagai  saranan  penerima  manfaat  Jaring
Pengaman   Sosial   (UPS),   seperti    Program   Keluarga
Harapan  (PKH),   Bantuan  Pangan  Non Tunal  (BPNT),
Kartu Prakerja (KP) , bantuan JPS lalnnya.

Pasal 5
Penetapan    mama-mama   keluarga   miskin    ekstrem
sasaran penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 adalah
45 KPM yang dituangkan dalam lampiran dan menjadi
bagan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BJas Ill
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6
(1)    Penyaluran  BIT  Desa  diberikan  Kepada  Keluarga

Penerima   manfaat   dilaksanakan   setiap   bulan
mulai hulan Uanuari selama kurun waktu 12  (dua
belas)  bulan;

(2)    Penyaluran BLT  Desa sebagalmana dimaksud pada
ayat   (1)   sebesar   Rp.   300.000,00   (tiga  ratus  ribu
rupiah)    diberikan    setiap    bulan    atau    dapat
dibayarkan  paling  banyak  untuk  3  (tiga)  bulan
secara sekaligus; dan

(3)    Penyaluran    sebagalmana    dimaksud    ayat   (2)
diberikan   secara   langsung   kepada   penerima
"anfaat (cash).

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, dan PELAPORAN

Pasal 7
Monitoring   dan  evaluasi  BLT   Desa  dilaksanakanan
oleh:

a.     Badan Musyawarah Kampung;
d.     Distrik;
c.     DPMK Kabupaten Mimika;
d.     Inspektorat Kabupaten Mimika

Pasal 8
(1)    Pelaporan  dilaksanakan  selama  12  (Dua Belas)

Bulan;

(2)    Dokumen       Peraturan       Kepala       Kampung,
Rekomendasi  Pencairan,  Laporan  BLT  beserta
bukti penerimaan BLT yang ditandatangani atau
dicap   jempol   oleh   penerima   BLT,   dan/atau
dokumen   pendukung   permintaan   penyaluran



BLT    lainnya    disampaikan    kepada    Bupati
tembu`san DPMK melalui Distrik.

BABV
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan   Kepala   Kampung   ini   berlaku   sejak   tanggal
ditetapkan,  dengan  ketentaun  apabila  terdapat  kekeliruan
didalamnya     akan     diadakan     perbaikan     sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal
I.-          :",:==.."u+-.`

Kadun Jaya
22 April 2025
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